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PUTUSAN
Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Retak llir, 07 Mei 1976, agama
Islam, pekerjaan Ilbu Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Desa
Retak llir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten

Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasmah, 19 November 1966,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat tinggal Desa Retak llir, Kecamatan Ipuh,

Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Mkm,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal
25 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 45/11/V/2015, tertanggal
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25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan lpuh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan
Janda anak 3 dan Duda anak 2;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Retak llir, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah
melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang
bernama anak, perempuan, lahir tanggal 19 November 2014, yang sekarang
dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pada bulan
Januari tahun 2017 mulai terjadi perselisinan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat
yang menginginkan untuk mengelola sendiri keuangan rumah tangga akan
tetapi Penggugat tidak memperbolehkan karena Penggugat masih banyak
keperluan untuk anak-anaknya sekolah sedangkan apabila uang sudah dibawa
oleh Tergugat susah untuk diminta kembali. Penggugat sudah berusaha
memberikan pengertian dan bersabar tetapi tetap tidak bisa, sehingga
menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
yang terus menerus;

Bahwa, pada bulan Maret tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang
Penggugat kemukakan diatas, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat di Desa Retak llir,
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal dirumah
saudara Tergugat di Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko,
dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin
lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih

selama 3 tahun;
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Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider:
Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
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perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh,
Nomor 45/11/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di RT 4 RW 1 Dusun 1 Desa Rawa Bangun Kecamatan

XIV Koto Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal, Tergugat bernama Tergugat

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan;

- Bahwa dari pernikahan pengugat dan Tergugat sudah punya 1 orang
anak, dan anak tersebut saat ini ikut Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rukun harmonis lebih kurang 2 tahun dan
pada bulan Januari 2017 terjadi pertengkaran;

- Bahwa masalah ekonomi, Tergugat ingin memegang atau mengelola
uang yang dipegang oleh Penggugat tapi Penggugat tidak mengabulkan
keinginan Tergugat;

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan
Februari 2017, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;

- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
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Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Dusun | Desa Retak llir Kecamatan Ipuh Kabupaten

Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal, Tergugat bernama Tergugat

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan;

- Bahwa sudah punya 1 orang anak perempuan bernama Naura Yusnhita
dan anak tersebut saat ini ikut Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rukun harmonis lebih kurang 2 tahun dan
pada bulan Januari 2017 terjadi pertengkaran;

- Bahwa masalah ekonomi, Tergugat ingin memegang atau mengelola
uang yang dipegang oleh Penggugat tapi Penggugat tidak mengabulkan
keinginan Tergugat;

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan
Maret 2017, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;

- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sabh.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
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sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil’kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak
datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat
sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat
serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan
dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz Il, halaman 149, yang
berbunyi:

gle akdly Ay eI plaw JB o355 AN SiUaY) RS &)y
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Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang
diajukan dan memberikan keputusannya’;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alih oleh
Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah
dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya
mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat

material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172,
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pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak
bulan Januari 2017 terjadi pertengkaran;

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat yang memegang atau
mengelola keuangan rumah tangga;

4. Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan
Maret 2017, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai
dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun
2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok,
hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak
tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan
fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru
akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus
dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan
kaedah figh :

OS] ahy by ) pal)

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

Huaddl Gla Ao atla duldall (BY

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup
alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan
alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan
terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah
memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
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Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)

4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mukomuko pada hari tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag sebagai
Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H. Fatullah, S.Ag

Lailatul Marhumah, S.H.I
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Panitera Pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses "Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 675.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp ,00

- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
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